RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : § Timuy 2e14

TENTANG

'KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 - 2019

BUPATI LUWU,

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ki
Luwu Tahun 2014-2019;

 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasas

Republik Indonesia;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pisal 263

ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahin 2014
tentang Pemerintahan Daerah, seba dasar
penyaienggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 yat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 entang
Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 entang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem angunan
Daerah,  diamanatkan baixwa Rencana




2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia
1959 Nomor74, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Lembaran Negara Republik 1donesia

Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 N
Tambahan Lembaran Negara
IndonesiaNomor 4355);

Sistem  Perencanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia T
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar.
Indonesia Nomor 442 1);

6. Undang—Uz:dang Nomor 33 Tahun 200 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerin h Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4438j);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik E donesia
Nomor 4725);

Pembentukan Peraturan Perundang- dangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5234);

epublik




Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah; 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005

11.

13.

15.

Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahi 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ‘embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Republik lidonesia
Nomor 4663};

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik onesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 tentang

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem
Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tzhun 201

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
{RPJMN} Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri N
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pe
Keuangan Daerah sebagaimana Telah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;




16.

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Perierintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, T’
Penyusunan, Pengendalian, dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indone
2008 Nomor 21, Tambahan Lembar
Republik Indonesia Nomor 4817);

2014 tentang Pembentukan Produk Huku Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana T

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawes
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Pere
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawe
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Sela
2010 Nomor 2,

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Nomor 10 Tahun 2013 tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD)
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2 13-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah |

Selatan

Daerah
Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kz bupaten
Luwu Tahun 2008 Nomor 3 };

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2009 tentang Rencana Pem gunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD} K bupaten
Luwu Tahun 2009 - 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 9)

¥




23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Ncmor 1
Tahun 2011 tentang Rencana Pemb gunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwt
2005 — 2025 (Lembaran Daerah Kabupate
Tahun 2011 Nomor 1 );

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomo
2011 tentang Rencana Tata Ruang

Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah K
Luwu Tahun 2011 Nomor 6};

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWL

dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 201 4-2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebit

Kabupaten Luwu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

urusan

Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwuy.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingk
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkeduduka
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

S. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arg

DPRD

sebagai

masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memper
sumber daya yang tersedia.

ngkan




6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yan

dimiliki

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusahe, akses

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun pen ngkatan

indeks pem

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

kepentingar

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
u lingkungan wilayah/daerah.

dalam suat

bangunan manusia.

. Satuan Keri

- Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pen usunan

di dalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasiar

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Peraerintah

Kabupaten Luwu.

. Rencana Pe
disingkat R
untuk perioc

“

disingkat &
periode 5 {lin

i0. Rencana

11.Rencana Ke

adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 {satu} Tahun;

12. Bencana Ke

PJMDadalah dokumen perencanaan pemban,
le 5 {lima) tahun.

naj tahun.

mbangunan Jangka Menengah Daerah yang sel jutnya

t daerah

strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

enstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPL untuk

rja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD

rja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya d ingkat

Renja SKPD, adalah Dokumen Perencanaan SKPD periode {satu}
tahun.

13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada
akhir periode perencanaan.

14.Misi adalah rumusan umum mengenai upava-upava vang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program i1 dikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Musyawarah

disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan

rangka menyusun perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang selari

17 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu, selanjutnya disingkat

mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.

adalah Rencana Struktur

Tata Ruang Kabupaten vang




18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutn
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
puluh } tahun.

(1)

2)

daerah bersama seluruh pemangku kepentingan ber

ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Perenc
kondisi dan potensi yang dimiliki daerah,sesuai

perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pe

peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan ren

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara tra

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, be

dan berkelanjutan.

Pembanguna;

w0 a0 o

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

kepastian hukum:;
ketertibanpenyelenggaraan Negara;
kepentingan umum;

keterbukaan;

proporsionalitas;

profesiomai; dan

akuntabilitas.

n Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan azas:

disebut
20 (dua




Pembangur

(1)

Mewujudkan koordinasi antar pelaku pembangunan;

Ter

antar-ruang, antar-waktu dan antar-fungsi pemerintah

ant

Ter
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Mer

Ter

berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJML

mengacu

memer

BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

BAB

BAB X

I
I
11
v
Vv
Vi
Vil

VIII

IX

an Daerah bertujuan untuk :

ciptanya sinkronisasi dan sinergitas, baik ants

araProvinsi dan Kabupaten/Kota;

wujudnyaketerkaitan dan konsistensi antara pere

1goptimalkan partisipasi masyarakat;dan

apainya penggunaan sumber daya secara efisien

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

) Kabupaten Luwu Tahun 20014-2019 memuat

dan arah pembangunan serta program prioritas daera

hatikan RPJM Nasional.
Sistematika RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 20

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5

efektif,

BAB IV

Pasal 6

pada RPJM Provinsi Sulawesi Selatan

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daera
Analisis Isu - Isu Strategi Daerah

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daé ah
Strategi dan Arah Kebijakan
KebijakanUmumdan Program Pembangunan Dae ah

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang ertai

Kebutuhan Pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan




3]

RPJMD  menjadi
memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional berdasar
lingkungan strategisDaerah serta hasil evaluasi terhadap RPJM

sebelumnya.

Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ajy
avat

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 7

pedoman dalam  penyusunan RKP

BABYV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGEA MENENGAH DAERAH

{1} dan

2}, tercantum dalam lampiran yang merupakan %&@i&ﬁ tidak

dengan
kondisi

periode

<epada
as dan

Pasal 8
RPJMD ini disusun dan ditetapkan melalui proses dan tahapan
berikut :
a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan
masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
b. musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penva
pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD;
¢. rancangan akhir RPJMD dirumuskan  berdasarkan  hasil
Musrenbang; dan
d. rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan
DPRD berserta lampiran rancangan akhir RPJMD untuk dib
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pasal
a. Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPMD
Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri; d
b. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPMD
masyarakat.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian




(1)

(@)

(5

Bupati melakukan pengendalian terhadap pe

pemhéangunan daerah.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meli

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilaku;

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembanguna:

dan ol

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Pasal 11

an oleh

daerah
eh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiata sesuai

Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supei si dan

tindak

lanjut atas penyimpangan terhadap pencapaian tujilan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembz ngunan

daerah.

Peman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pes

target,
Hasil

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam

laporaz

Kepala

rencana pembangunan kepada Bupati, melalui Sekretaris

tauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan ol

penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

pemantauan pelaksanaan program dan/atau

1 triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

~ Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan s

disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang
diperlukan,
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 12
Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembar gunan

daerah

informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarak

atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi e aluasi

terhadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah ;

NSRS

R e G

B



Bupati men

perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

¢. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 13

Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilak
Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembanguna;
dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pe
program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Evaluasi oleh Bappeda meliputi :

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan
rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan pro
kegiatan pembangunan daerah; dan

b. Menghimpun,
Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pem
daerah.

Hasil

menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangzmaﬁl

untuk periode berikutnya. |

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d

Pasal 14
berikan informasi mengenai hasil evaluasi pela

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 15

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal -

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
perumusan dan substansi yang dirumuskan belum
denigan mekanisme yang diatur dalam ketentuan pe
perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau

¢. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan
peraturan daerah.

anasn

proses
sesuai

turan




Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pedoman pengendalian dan evaluas rencana

pembangunan daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 17

kepada Pemerintah Daerah.

(2) Lapf)r:an sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan data dan informasi yang akurat.

(3)  Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari ma iyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertixg angan

Kepaia Bappeda dan Kepala SKPD terkait.
(4)  Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindac lanjut
laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupatea Luwu
Tahun 2009-20014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahuh 2009
Nomor 9} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Peraturan aerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setia

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal Lembara

Kabupaten Luwu.

Diundangkan di Belopa

pada tanggal
SEKRETARI

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN L

Pasal 19

orang mengetahuinya, memerintahkan peng

Ditetapkan di Belopa

pada Yanggal 14 yeve

dangan

Daerah

BUPATI LU

11 Bevempsr 2844

AERAH KABUPATEN LUWU TAHUN




